
BUPATI SITUBONDO
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATISITUBONDO NOMOR 36 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

SITUBONDO TAHUN 2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

: a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi dan
usulan masyarakat, dunia usaha, dan hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Keq'a pemerintah Daerah
sampai dengan Triwulan II serta memperhatikan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu
dilakukan perubahan Rencana Keq'a pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O2l;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi peraksanaan
tahun berjalan pada Rencana Keq'a pemerintah
Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2a2r
sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2o2o tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 202r, serta untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggarannya perlu
dilakukan penyesuaian;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai
pelaksanaan ketentuan pasal 354 ayat (1) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 2orz tentang
Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Mengingat
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangu.nan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2O2O tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2O21;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 273O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Paljang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tenlang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OlL Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

kmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahrxr 2Ol4 Nornor 2214, Tambatr,an Isnbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebempa

kati diubah, terakhir dengn Undarrg-Undang Nomor 9 Tahr.rn

2015 fi.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58 Tambahan l,embaran Negra Repnrblik Indonesia

Nomcr5679);
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15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O terrtar:.g
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8

Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2O05 Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2Ol7 tentarrg Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang
Standar Pelayanan Minimal (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
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22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambaltan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2Ol9 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 8O Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -
Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -

Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 225);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2OI9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun
2O2O tentang Pedoman Pen5msunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);
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3O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17 IPMK.OT 1202 1 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l dalam
rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) dan Dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21

Nomor 149);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Janga
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20O5-

2025 (l*mbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
20O9 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7

Tahun 2O19 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 (l*mbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2O2l (Beita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol2 terrtarrg
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011 -2025
(Lembaran Daerah Kabupaten SitubondoTahun
2Ol2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O13 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo
Tahun 2013-2033 (l,embaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2O16 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2O2l
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2O19 Nomor 3);
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38.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2020

tentang  Rcncana  Ketta  PemeHntah  Daerah
Kabupaten Situbono Tahun 2021 (Be五 ta Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN
2020 TENTANG  RENCANA KER」 A PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 36 Tahun 2O2O tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2O2I
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa1 4

(1) RKPD Tahun 2021 disusun dcngan sistematika
penyusunan sebagal berikut:

PENDAHULUAN
EVALUASI  HASIL  TRIWULAN  H

(TRIWULAN    DUA)    TAHUN
BERKENAAN
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
SASARAN    DAN    PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KER」A DAN PENDANAAN
DAERAH
PENUTUP

(2) Uraian secara rinci  RKPD  Tahun  2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

BAB H

BAB IH

BAB IV

BAB V

BABヽ■

ぬ

●



8

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Diundangkan di SitubondO

padatangga1 2 0 AUG 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 30

出
SYAIFULLAH

pada tangga1 2 0 AU6 2021
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